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ABSTRAK : - Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelayanan kepada masyarakat utamanya 

dalam memberikan layanan administrasi kependudukan, maka Peraturan Daerah 

Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi 

Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten 

Grobogan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi 

Kependudukan perlu disesuaikan kembali; 

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 13 

Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 24 

Tahun 2013; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 37 Tahun 

2007 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 102 Tahun 2012; KEPPRES No. 88 

Tahun 2004. 

- Materi pokok Peraturan Daerah ini adalah penghapusan sanksi administratif 

berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Kependudukan 

dan Peristiwa Penting. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami 

penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan 

atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan 

kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta 

perubahan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. Peristiwa Penting adalah 

kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, lahir mati, kematian, 

perkawinan, perceraian, pembatalan perkawinan, pembatalan perceraian, 

pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan 

perubahan status kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya. 

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 30 Agustus 2017.    

 

 

 

 


